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fEas menentukan masib sendici bagi bangsa-bangesa
zecara alamiah sebenarnyva seiab lama ada, tetapi hal
tersebut baru bernar-henar dikenal ketibka atdanya htegri
Hukum Kodrat ataoa hukum alam, Surggubipun demibkian masalah
hak menentukan nasib sendiri masih menjadi masalah dalam
lapangan Hukum Internasional, terbukti akhir-s hir ini
masalah hak self determination meniadi persralan yvang
ramai dibicarakan. Hal tersebut Adikarenakan adanya tun-
tutan~tuntutan dari bangza-bangsa di dunia YAang ingin
menjadi kesatuan negara yang merdeka dengan berdasarkan
pada hak self determination tersebuok.

Tetapi proses dari bangsa yang belum bebas meniadi
kesatuan kenegaraan vang merdeka lebih ditentukan ocleh
pertimbangan-pertimbangan politik daripada asas-—asas hu-~
kum. Hal tersebut tanpak dalam permasslahan Lithuania.

Tuntutan Lithuania wuntuk memisahkan diri dari Uni

Sovvel berdasarkan asas self determination sebhenarnya

Il

sudah dimulal sejsk masa sebslum tabun 194%. Te apl usana
tersebut mangalami kegagalan karesna pada saat itu
rancangan mengenal self determination masih merupakan
rencana yang belum diterima oleh negara-negsara, dan lebih
lagi berbagai megara penting di dunia manyangkal adanva
hal semacam itu. Hukum kebiasaan internasional tidak mem—
perikan hak hepada bangsa-bangss atau kesatuan meniadi

regara, walaupun sebagai perbecualian neberans hak se-

pertl ity secara ad hoo terdapat dalam btraktat—-traktat



atau timbul dalam keputusan—lkeputusan organisasi intore
nasional umpamanva Resolusi sidang umum PL.B.B bulan hNo-
vamber tahur 1949 yvang menvatakan bahwa Libyva dan Soma—
lia harus merdeka berdauslat.

Terkait dengan masalah Lithuania yvang baru—baru
ini memproklamirkan kemerdekaanya berdasarkan pada asas
self determination menimbulbtan kesan bahwa pada saat ini
telah timbul suatu definisi yvang baru tentang asas self
determination meskipun pada masa sebslum tahun 194% dalam
kazsuz Aaland Island Case, Liga Bangsa-Bangsa secara te-
rang-terangan telah menolak bsrlakunva asas self deter-—
mination tersebut. Liga Bangsa-Bangsa mencolak dengan a—
lasan bahwa definisi dari asas self determination sangat
umiin dan samar, sehingga dikuatirkan akan menimbulkan
bermacan-macam interpretasi yang akean mengganggu stabil-
itas suatu negara vang berdaulat.

Untuk lebih memahami permasalahan self determin-
ation, maka pengkajian masalah diawali dengan meningiau
beheradaan self determination serta perkembangan defimisi
tentang self determination vang tercantum dalam Fiagam
F.E.B pasal 1 ayat 2, Konvensi tentang hak-hak kemanusia-—
an tahun 1966 serta Fonvensi tentang hubungan persahabat—
an antar bangsa tahun 1970, Dalam Piagam FP.E.B pasal 1
ayat & definisi yang diberikan P.E.B mengenzi self deter-
mination tampak samar dan F.E.E tidak memberiban definisi

pembatasan dan kualifibasi-kualifikasi tentang hak menern-—



tukan halk menentukan rnasib zendiri.

Dalam Forvensi tabun 1764 tentarng hak-hak bemarnc-
ziaan rancargan tentang zelf determination mampuiyai -
musar yang sama sebagaimana vang dikemubkakan F.RE.B dalam
pasal 1 ayat 2 Filiagam F.B.E. Sedanghkan dalam Konvernsi
tentang hubungan persahabatan antar bangsa tahun 1970 di-
uraikan dengan jelas tentang definisi self determination.
Dalam Konvensi tahun 1970 tersebut dinyvatakan bahwa hak
self determination diberikan pada bangsa-hangsa yang ber-
ada di bawah Program Perwalian F.E.E serta bangsa-bangsa
yang hidup di bawah pemerintahan vang membedakan warna
kulit, agama, dan suku bangsa.

Meskipun dalam Konvensi tahun 1970 telah diberikan
definizi yang Jjelas tentang hak seif determination, per-—
masalabhan tentang self determination masih menjadi perma-
salabhan yvang ramai diperdebatkan. Hal terssbut terbubkti
dengan banyaknya tuntotan-tuntutan kemerdebkaan dari barig-
sa-bangsa yang ada di dunia dengan berdasarkan pada asas
self determination misalnya bangsa-bangsa yvang ada di
negara Yugosliavia, bangsa Irlandia vang menuntut kemerde—
kaan dari Inggris dan yang terbaru adalah permasalaharn
provinsi uebsce di Kanada vang mesnuntut memisahkan diri
dari negara Kanada.

BEila dilihat permazalahan vang fterjadi di Uni
Sovyet di mana tuntutan—tuntotan kemerdekaan dari

Bangsa-bangsa vang ada di Uni Sovyet yang pada akhirnya



menyehbabkan bubarnya negara Uni Sovyet, tampak bahwa ALt
yanyg dinyatakan oleh Liga Bangss-Fangsa vang menyatalan
rumusan self determination vang samar dan tidak jelas a-
kan dapat menyebabkan terganggunya stabilitas dalam nege-
i suatu negara yang berdaulat. Meskipun dalam kenyataan-—
nya bahwa proses kemerdekaan Lithuania lebih ditentukan
cleh adanya pasal 27 Konstitusi U.S5.5.R tahun 1977 serta
kondisi dalam negeri Uni Sovyet yang memang sudah kacaw,
namurt apa yang dilakukan oleh Lithuania tersebut memberi-
kan inspirasi bagil bangsa~bangsa lain untuk menuntut hak
bemerdskaannya berdazarkan asas sglf determination.

Uraian tersebut di atasg menarik sayvas untul me-—
ngangkal permasalabhan self determination vamg dikaithan
dengan masslah Lithuanisa dengan judul "Lithuania sebasgai
negara dikaitkan dengan asas self determination”.

Sedangkan tujuan penulisasn skripsi inid mempunyai
fungsi ganda, yang pertama adalabh tujuan akademik yaitu
penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah
satu syarat untuk mencapai gslar sarjana hukum pads
Fakultas Hukum Universitas Su#ahaya, Sedangkan tuiuan
kedus adalah untuk dapat mempelajari lehih mendalam ten-
tarng masalah self determination.

Dalam skripsi ini mefmde vang digunakan adalah de-
ngan pendekatan secara juridis normatif vaitu bertolak
pada keterntuan-ketentuan hukum yvang berlaku dengan masa-

lab imi. Yang dimaksud déngan ketentuan—-ketentuan terse—



but adalah Fiagam F.B.BE darn ketentuan hukum internasional
vang ada kaitannva dengan masalah vang dikaji.

Sumber data vang digunakan dalam skripsi ini ada-
lah sumber data sekunder yang terdiri dari baban Fakam
primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hubkum primer ter-—
giri dari Fiagam F.E.B dan peraturan perundang-undangan
yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahaz, sedang
bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur—literatur
yang berups buku-buku baham perbuliakan serta mass media
yang ada hubungannya dengan permasalaban vang dibahas,

Sedangkan prosedur pengumpulan dats dilakukan de-—
ngan mengklasifikasikan data sekunder sehingga dapat di-
retahbul vang mana yang ada relevansinya dengan permasala-—
han vang dibahas. Data tersebut kemudian diolah dengan
metode deduktif vaitu diawali dari pembahasan-pembahasan
vang bersifat umum berupa ketentuan—keterntuan umum ten—
tang self determination yvang ditunjang dengan politik
internasional kemuwdian diuraikan secara khusus vang ber-
kaitan dengan maéalah Lithuwania. Belanjutnye date diana-
lisa secara hkwalitatif, vaitu dengan metode yang meng-
hasilkan uraian yang bersifat deskriptif analisis yang
membahas masalah yvang ada dalam kenvatasan (vang diperoleh
dari pengamatan berita yang ada dalam mass media cetalk
dan visual) dengan berdasar pada ketentuan—ketentusan hu~-
Eum internasional yang berkaitan darngan masalah yang di-

bahas.,



Untuk lebih tertibnya dalam melakukan penslitian,

maka saya menentuban jadwal penalitian sebagai berikut;

1. FPergiapan 2 minggu
2. Fengumpulan data 4 minggu
Je fAnalisa data 4 minggu
4. Penulisan laporan 4 minmggu
Total 14 minggu

Terktait dengan masalah kemsrdebaan Lithuarnia bila
ditinjau berdasarkan pada Deklarasi pada tabun 1970 ten—
tang hubungaen persababatan antar bangsa, maka Lithuarmia
tidak dapat menuntut kemerdekaannva berdasarban rumasan
yvang ditetapkan oleh Deklarasi tahun 1970 tersebut, Karo-—
na pemsrintah Uni Sovvet sendiri bukan pesmsrintahan r-Yals:
menganut asas pembedaan warmna kulit, agama, dan suku
Gangsa, disamping itu Lithuania bukan negara jajahan Uni
sovyet sehingga Lithuania tidak termasub kualifikasi ne-—
gara yang dapat menuntut kemerdekaan berdasarkan asas
self determination yang dirumuskan dalam Deklarasi tahun
1970 tentang hubungan persahabatan antar bangsa.

Sehingga dengan demikian dalam permasalahan Lithu—
ania azas zelf determination tidak dapat diterapkan. S5e-—
dangkan pengakuan Uni Savyet terhadap kemerdelbaan Lithua-
nia bukanlah sebagai tanda lahirnya konsep vang baru ten-
tang asas self determination. Pengakuan tersebut lahir
karena dalam Konstitusi U.S.S.F pasal 27 tahun 1977 me-—

mang memberikan hak bagi bangsa-bangsa di Uni Sovyelt un—



tuk memisahkkan diri dari wilayvah Uni Sovyet.

Disamping itu lahirnya pengakuan bemerdokaan
Lithuania tersebut juga karena kondisi dalam megeri Uni
Sovyet memang sedang dalam keadaan kacauw. Dengan demikian
meskipun pada mulanya tuntutan kemerdekaan Lithuania di-
dasarkan pada asas self determination framun pada akhirnya
tetap dapat disimpulbkan bahwa proses dari bangsa vang bs-
lum merdebka meniadi kesatuan negara yang merdeka lebih
ditentukan aleh partimbangan—pertimbangan politik daripa-—

da asas-—-asas hukum.





